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ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan peran aktor non-state dalam usahanya
mengimplementasikan peacebuilding di suatu kawasan yang memiliki
ekskalasi konflik yang tinggi. Chevron Nigeria Limited (CNL) merupakan
salah satu aktor non-state yang terkategori dalam golongan multinational
corporations dan menjalankan usaha peacebuilding di Delta Niger.
Konflik yang terjadi di wilayah ini merupakan bentuk dari model konflik
laten yang disebabkan oleh terjadinya disparitas pengelolaan sumber daya
alam berupa gas dan minyak bumi. Hingga pada akhir konflik yang
tersebut diperoleh kesepakatan antara pihak-pihak terkait untuk
mewujudkan perdamaian. Dalam usaha penciptaan dan membangun
perdamaian tersebut ternyata aktor yang berperan tidak hanya aktor state
saja namun juga banyak dipengaruhi oleh aktor non-state. CNL sebagai
aktor non-state mampu menciptakan stabilitas kawasan pasca konflik
berkepanjangan yang terjadi. Stabilitas dapat terlihat dari reaksi dan
respon positif dari aktor-aktor lain terkait usaha peacebuilding yang
dilakukan. Dalam melakukan usaha penciptaan dan membangun
perdamaian di Delta Niger, CNL berjalan dengan kaidah corporate social
responsibility (CSR) yakni sebagai bentuk tanggung jawab sosial di
tempatnya melakukan eksplorasi guna kepentingan perusahaan tersebut.
Dalam menjelaskan fenomena ini peneliti menggunakan teori “peran
multinational corporation dalam peacebuilding”, “relasi peacebuilding
dan CSR”, dan konsep “stabilitas kawasan”.

Kata-kata kunci: peacebuilding, corporate social responsibility,
multinational corporation.



Pendahuluan

Delta Nigeria atau yang lebih dikenal dengan Delta Niger
merupakan wilayah delta dari sungai Niger di Nigeria. Layaknya kondisi
kawasan delta atau muara sungai yang memiliki karakteristik banyak anak
sungai dan sungai sehingga proses transportasi banyak dilakukan dengan
perahu maupun speedboat. Wilayah ini menjadi spesial bila dilihat dari
sudut pandang kandungan kekayaan alam yang terkandung yakni, minyak
dan gas bumi yang berlimpah. Data menunjukkan bahwa wilayah Delta
Niger adalah bagian dari Negara Nigeria yang merupakan negara dengan
peringkat keenam sebagai produsen gas dan minyak bumi terbesar di
dunia serta menduduki peringkat pertama terbesar di benua Afrika yang
mana hampir 90% hasil eksploitasinya diekspor ke pasar internasional
(Ejibunu, 2007:5-8). Kekayaan akan minyak dan gas bumi tersebut
harusnya dapat memberikan kemakmuran bagi penduduk lokal sebagai
“pemilik” kawasan tersebut. Namun data menunjukkan bahwa 70% dari
30 juta penduduk kawasan Delta Niger ini hidup dalam kemiskinan
(Chevron, 2012).  Kondisi inilah biasa dikenal dengan paradoks of plenty,
oleh karena itu konflik perebutan hak eksploitasi menjadi kenyataan yang
tidak dapat dihindari. Paradoks of pleanty adalah suatu kondisi wilayah
yang memiliki banyak kandungan sumber daya alam namun penduduk
lokal justru hidup dibawah garis kemiskinan karena distribusi dan
pengelolaan sumber daya yang tidak merata. Kondisi ini kerap kali dialami
oleh negara berkembang yang belum dapat mengolah sumber dayanya
sendiri sehingga melibatkan pihak swasta atau privat dalam
pengelolaannya. Hal ini menjadi sebuah paradoks karena seharusnya
dengan sumber daya yang ada bila dikelola secara baik akan dapat
menjadi keuntungan bagi sekitarnya, bukan malah menjadi sumber dari
permasalahan stabilitas yang terjadi (Skjærseth, 2004:4). Pada awal tahun
1990-an, ekskalasi konflik semakin meningkat ditandai dengan terjadinya
konflik kekerasan dan perusakan infrastruktur yang dilakukan oleh
militan terhadap fasilitas milik pemerintah dan perusahaan minyak
multinasional yang berproduksi di wilayah tersebut (Francis, 2008:5).

Secara lebih spesifik, akar penyebab kemunculan konflik tersebut
adalah disparitas ekonomi yang tidak dapat diatasi oleh masing-masing
aktor/stakeholder terkait, yang dalam hal ini adalah negara dan
perusahaan minyak multinasional yakni, Chevron Nigeria Limited (CNL)
yang berasal dari Amerika Serikat. Secara kuantitas produksi, CNL
menduduki posisi kedua terbesar di kawasan Delta Niger dan telah
melakukan kegiatan eksplorasi sejak tahun 1961 (Chevron, 2012).
Berdasarkan fakta tersebut, maka ditarik sebuah pandangan umum bahwa
konflik terjadi karena terdapat ketidaksetaraan antara lamanya durasi dan
kuantitas jumlah sumber daya alam yang telah eksploitasi dengan timbal
balik tanggung jawab sosial yang seharusnya dilakukan perusahaan
tersebut terhadap masyarakat sekitar. Trend dari aktivitas tanggung jawab
sosial oleh perusahaan di wilayah Delta Niger ini baru dilaksanakan pada



akhir tahun 1990an (Eweje, 2006:96-97). Lambatnya kesadaran Multi
National Corporation (MNC) yakni, CNL dalam memberikan suatu
tanggung jawab sosial-ekonomi terhadap keadaan sekitar semakin
menguatkan alasan munculnya konflik horizontal tersebut.

Ekskalasi konflik yang terjadi mengalami fase naik dan turun,
diawali dengan perlawanan fisik yang dilakukan oleh Isaac Boro pada
tahun 1966. Tujuan dari gerakan perlawanan tersebut untuk mendapatkan
hak kewenangan penuh atas eksploitasi sumber daya alam dengan
mendirikan Republik Delta Niger (Thovoethin & Yusuf, 2010). Pada
dekade 1990an gerakan perlawanan justru semakin gencar, salah satu
militan yang berpengaruh adalah Movement for the Survival of Ogoni
People (MOSOP), dipimpin oleh Ken Saro-Wiwa (Obi, 2009:104). MOSOP
menjadi militan yang berpengaruh karena memberikan bentuk
perlawanan lewat non-violance action pertama dan menggunakan
diplomasi grassroot guna mendapatkan kesetaraan komunitas lokal dalam
pengelolaan sumber daya yang ada di kawasan tersebut (Ejibunu,
2007:10). Hingga memasuki awal abad ke-20 ini gerakan perlawanan
masih gencar dilakukan, baik secara non-violence maupun violence action
dengan tujuan yang sama juga yakni menghapus disparitas hak atas
pengelolaan sumber daya di Delta Niger. Hingga pada tahun 2005,
dinamika ekskalasi konflik mulai menunjukkan penurunan, hal tersebut
ditandai dengan munculnya gagasan ide resolusi konflik lewat
memorandum perdamaian yang dibentuk oleh beberapa aktor yang
berkepentingan (Obi, 2009:123). Aktualisasi dari proses resolusi konflik
tersebut ditandai dengan pembuatan perjanjian formal yang fokus pada
aspek pembangunan dan perdamaian antara perusahaan minyak,
pemerintah dan masyarakat lokal di kawasan Delta Niger, yakni Global
Memorandum of Understanding (GMOU) (NIDPRODEV, n.d.). Secara
keseluruhan tujuan yang ingin dicapai dari perumusan GMOU ini adalah
merumuskan suatu code of conduct dari setiap tindakan, program, dan
pendanaan guna terciptanya kondisi yang lebih stabil dan damai di Delta
Niger (Hoben, 2012:4-5). Dari fakta dan data tersebut maka penulis
memfokuskan penelitian pada dampak yang ditimbulkan dari peranan
CNL dalam proses peacebuilding yang berlangsung pada tahun 2005
hingga tahun 2011.

Hubungan Multinational Corporation dan Peacebuilding

Globalisasi telah memberi posibilitas dan ruang bagi perusahaan
multinasional (Multinational Corporations/MNC) untuk menjadi aktor
politik serta negosiasi yang kuat dalam konstelasi hubungan internasional
(Peacebuilding Initiatives, 2008). Sehingga MNC mau tidak mau harus
mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam isu-isu lingkungan,
sosial, hak asasi manusia, dan konflik yang terjadi di dalam suatu negara
(Natalie & Tyler, 2005:1-2). R. Edward Freeman menjelaskan bahwa MNC
di era kekinian tidak boleh hanya fokus pada pencarian keuntungan saja



namun perlu membangun relasi kerjasama yang baik dengan komunitas
lokal (O’Brien, 2010:9). Urgensi dari aktor privat dalam hal ini menjadi
vital, karena selain dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan
aktor negara, mereka juga berperan menciptakan keharmonisan dengan
local community yang bersentuhan langsung dengan proses bisnis di
lapangan, terlebih pada wilayah yang cenderung tidak stabil secara sosial
ekonomi. Tanggung jawab yang dilakukan MNC atau perusahaan tersebut
tertuang dalam suatu konsep tanggung jawab sosial perusahaan
(Corporate Social Responsibility/CSR). CSR yang dijalankan disuatu
wilayah akan berbeda dengan wilayah lain tergantung kebutuhan dari
masing-masing wilayah (Rettberg, 2010:13-14). Pada wilayah yang
memiliki kondisi yang tidak stabil akibat konflik maka program CSR yang
dijalankan akan berbeda dengan wilayah yang relatif tanpa konflik. Jane
Nelson mengklasifikasikan dari model peran dari MNC dalam proses
peacebuilding dan resolusi konflik pada kawasan tempatnya beroperasi.
Menurutnya, peran dari MNC dapat diklasifikasikan menjadi tiga
tingkatan yakni complience, risk minimisation, dan value creation
(Nelson, 2000:29).

Bagan Piramida Konsep Peran MNC dalam Peacebuiding dan
Resolusi Konflik

(Nelson, 2000:28)

Relasi antara CSR dan peacebuilding menjadi terbentuk
berdasarkan kesamaan visi kedua konsep tersebut pada aspek social
concern dan fokus framework pada revitalisasi secara fisik maupun non-
fisik (O’Brien, 2010:16-17). Selain itu, asumsi bahwa program CSR dapat
berelasi dengan peacebuilding juga didasarkan pada kemiripan latar
belakang yang mendasar keduanya lewat pendekatan conflict-sensitive,



yakni perusahaan yang menjalankan program CSR tersebut semakin peka
terhadap kondisi stabilitas kawasan bisnis, investasi sosial, dan policy
dialogue. Latar belakang keterkaitan hubungan antara program CSR dan
peacebuilding didasarkan pada kepedulian dari satu aktor karena potensi
yang merugikan apabila konflik muncul atau kembali muncul ke
permukaan (Kanagaretnam, 2005:3). Dalam proses pengimplementasian
kedua konsep tersebut, biasanya terfokus pada pembangunan tiga aspek
besar, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan (Natalie, 2005:5).

Tabea O’Brien terdapat empat dimensi yang menjadi fokus program
CSR dalam implementasi peacebuilding yakni, pembangunan sosial
ekonomi (socio-economic development), actor engagement, local
capacity building, dan perbaikan sektor lingkungan (O’Brien, 2010:18-
19). Dalam pembangunan sosial ekonomi, CSR dapat berperan sebagai
penyandang dana maupun eksekutor langsung dalam pembangunan
secara fisik seperti, pembangunan infrastuktur dan lingkungan (Oetzel,
2007:343-344). Melalui keempat hal itu, tujuan akhir dari proses
peacebuilding yakni stabilitas dan perdamaian kawasan yang
berkelanjutan akan tercapai. Development Assistance Commitee
menjelaskan stabilitas kawasan yang seharusnya dicapai pada proses
peacebuilding dalam lima indikator, yakni: (1) Peningkatan legitimasi dan
political settlements; (2) Penegakan dan penguatan keamanan kawasan;
(3) Penegakan keadilan dan hukum; (4) Peningkatan pertumbuhan
ekonomi; (5) Kondisi sosial masyarakat yang kondusif. Kelima kondisi ini
yang menggambarkan kondisi stabil yang ingin menjadi tujuan dari
peacebuilding (Development Assistance Committee, 2012:1).

CNL dan Peacebuilding

Peran dan kontribusi CNL dalam peacebuilding terimplimentasi
melalui GMOU yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial dengan
menggunakan pendekatan community engagement. Pendekatan tersebut
terfokus pada perluasan peran dan tanggung jawab dari komunitas lokal
dalam menggagas dan mengatur jalannya suatu project di suatu wilayah
tertentu atau dengan kata lain menggunakan metode bottom up pada
implementasi peacebuilding (Chevron Nigeria Limited, 2011:7).
Pendekatan tersebut digunakan oleh CNL dengan pertimbangan bahwa
metode bottom up akan lebih mampu menjelaskan kebutuhan dan
hambatan yang secara nyata terjadi di masyarakat lokal, sehingga tercipta
sebuah action plan yang efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan metode
ini dilatarbelakangi oleh kegagalan metode top down yang sebelumnya
pernah dilakukan dalam implementasi peacebuilding di Delta Niger
(Consesus Building Institute, 2008:6-7). GMOU merumuskan lima
tahapan yang harus dan akan dilakukan oleh CNL dalam usaha
memberdayakan komunitas lokal sebagai proses peacebuilding (Consesus
Building Institute, 2012:4-5), yaitu :



 Pertama, CNL perlu mereduksi dan mengeliminasi gangguan yang
mampu menciptakan instabilitas maupun peningkatan ekskalasi
konflik di kawasan Delta Niger.

 Kedua, CNL lebih mempromosikan persatuan daripada persaingan
kepada masyarakat dan komunitas lokal sebagai aktivitas
community engagement.

 Ketiga, CNL akan melakukan transformasi model komunikasi guna
mengatur relasinya dengan komunitas lokal dan pemerintah.

 Keempat, CNL perlu melakukan pengawasan finansial secara
faktual terhadap setiap project yang telah dilakukan melalui
evaluasi berkala sehingga tercipta transparansi dan good
governance.

 Kelima, CNL akan mendorong keterlibatan dari aktor lain guna
meningkatan efektifitas dan efisiensi dari proses peacebuilding
yang dilakukan.

Terdapat delapan komunitas lokal yang tersebar pada lima states
yang meratifikasi GMOU tersebut. Dari setiap komunitas lokal
tersebut dibentuk kepengurusan formal yang disebut Regional
Development Council (RDC). Dalam sebuah RDC struktur
organisasinya terdiri dari perwakilan komunitas lokal, CNL, NGOs,
dan pemerintah (Chevron Nigeria Limited, 2011:6). Gagasan awal
pembentukan RDC dimunculkan oleh CNL guna menampung aspirasi
dari grassroot di setiap komunitas. Peran CNL terkait dengan
keberadaan RDC signifikan yakni sebagai penggagas dan penyandang
dana pada setiap project yang diselenggarakan. Secara keseluruhan,
tugas dari RDC dimulai sejak proses perencanaan program
pembangunan dan peacebuilding selama tiga tahun, memonitor
pendanaan, dan mengawal proses resolusi konflik di masing-masing
kawasan.

Dalam pelaksanaan harian, terdapat komite struktural yang bekerja
sebagai pelaksana harian dari RDC dan biasa disebut dengan
Engagement Management Board (CEMB).  Di dalam komite tersebut
terbagi dalam beberapa komite kecil yakni Project Review Committee
(PRC), Account/Audits Committee, dan Conflict Resolution Committee
(Consensus Building Institute, 2012). Sistem kelembagaan dan
struktur yang jelas ini dimaksudkan untuk mempermudah regulasi
serta pelaksanaan pada setiap program yang dirancang (Jack, 2009:8).
Berikut adalah bagan kelembagaan yang bertanggung jawab atas
proses peacebuilding di Niger Delta.



Bagan Struktur RDC di Delta Niger


(Sumber:

http://www.cbuilding.org/sites/cbi.drupalconnect.com/files/GMO
U_case_final_11.20_0.pdf)

Selain menggunakan dasar GMOU tahun 2005 sebagai guideline
proses peacebuilding di Delta Niger, CNL juga berjalan dengan berdasar
pada Chevron Way dalam setiap perancangan dan implementasi sebuah
program penunjang peacebuilding (Chevron, 2006:10). Chevron way
tersebut diturunkan dalam Chevron Business Conduct & Ethics Code
(BC&E Code) yang merupakan strategi global CSR dari Chevron yang juga
dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program tanggung jawab
sosial perusahaan setiap cabang Chevron di dunia. Berdasarkan BC&E
Code ini, CNL bekerja dengan menghormati hukum yang berlaku di suatu
negara, melindungi lingkungan hidup, dan bekerja sama dengan
komunitas lokal guna membentuk kerjasama strategik (Chevron Nigeria
Limited, 2011:4). Dalam pendekatan ini terkandung nilai-nilai integritas,
kepercayaan, keberagaman, akal budi, kerjasama, perlindungan akan
manusia dan lingkungan hidup (Chevron, 2006:3). Dalam tataran
implementasi dari kedua landasan yang digunakan tersebut, setidaknya
peranan dari CNL dapat terbagi dalam empat fokus bahasan, yakni
pembangunan sosial-ekonomi, perbaikan lingkungan hidup, local capacity
building, dan actor engagement. Pada sub bagian berikutnya akan
dibahas secara komprehensif dan mendetail mengenai implementasi
masing-masing aspek tersebut.



Peran CNL dalam Proses Peacebuilding di Delta Niger Tahun
2005-2011

Pembangunan sosial ekonomi dalam hal ini diklasifikasikan dalam
tiga hal yakni, menyangkut kebutuhan dasar dari manusia (sandang,
pangan, dan papan), kebutuhan pendidikan dan pekerjaan, serta
penciptaan lapangan kerja secara mandiri lewat usaha kecil-mengengah
(Barnett, 2007:43). Pendekatan yang dilakukan MNC dalam melakukan
pembangunan dan penciptaan perdamaian yang berkelanjutan telah
mencapai tahap yang semakin baik sehingga telah mendapat posisi vital
sebagai inovator dalam perumusan implementasi kondisi sosial ekonomi
yang lebih baik (Francis, 2011:12). Oleh karena itu, fokus CNL dalam aspek
ini sangat tinggi guna mewujudkan perdamaian dan pembangunan
berkelanjutan di kawasan Delta Niger. Selain itu, pembangunan sosial
ekonomi termasuk dalam dimensi kedua dari tiga dimensi proses
peacebuilding (Barnett, 2007:40-41). CNL sendiri membagi
pembangunan sosial ekonomi dalam empat aspek yakni kesehatan,
pembangunan fisik, pendidikan, dan pembangunan small-medium
enterprise (SME).

Program pertama yang diperbaiki dan dimulai lagi pasca GMOU
diratifikasi di tahun 2005, adalah River Boat Clinic. Inti dari program
tersebut adalah CNL ingin memberikan layanan rumah sakit secara gratis
melalui kapal cepat atau boat. Wilayah operasi dari boat tersebut antara
Sungai Benin dan Sungai Escravos. Setidaknya keberadaan dari boat clinic
ini telah memberikan dampak positif pada 2500 pasien tiap bulan yang
didominasi wanita dan anak-anak yang tidak memiliki akses pada fasilitas
kesehatan. Tetap dalam bidang yang sama, CNL mulai memfokuskan diri
dalam penanganganan virus HIV/AIDS. Lebih detail mengenai program
tersebut adalah CNL ingin memberikan dampak positif terhadap
kesehatan komunitas dan masyarakat yang berada di Delta Niger terlebih
pada penyakit HIV/AIDS dengan pencegahan penyebaran, pengobatan,
dan aksi preventif melalui penyuluhan tentang bahayanya penyakit
tersebut (Chevron, 2006:18). Pada tahun 2006 dan 2007, CNL melakukan
perluasan fokus tidak hanya tentang HIV/AIDS saja, kali ini penyakit
malaria dan tuberculosis (TBC) juga mendapatkan perhatian khusus dari
CNL (Chevron, 2007:16). Pada tahun 2008, guna meningkatkan performa
dibidang kesehatan, CNL bekerja sama dengan cara menginvestasikan 30
juta dollar kepada Global Fund  dalam melawan persebaran HIV/AIDS.
Dari investasi yang telah dikucurkan oleh CNL tersebut telah berdampak
langsung pada lebih dari 50.000 wanita hamil yang positif HIV/AIDS
melalui penanganan medis (Chevron, 2009:37). Pada tahun 2010,
investasi kepada Global Fund ditingkatkan hingga 55 juta dollar pada
fokus program yang sama (Chevron Nigeria Limited, 2011:16). Aspek
berikutnya yang menjadi fokus dari CNL dalam proses pembangunan
kondisi sosial ekonomi adalah revitalisasi bidang materiil lewat
pembangunan infrastruktur fisik seperti jalur transportasi, rumah sakit,



perumahan bagi masyarakat, dan lain-lain. Dari tahun 2005 hingga 2010,
setidaknya CNL telah mengucurkan bantuan hingga lebih dari 56,7 juta
dollar kepada seluruh RDC terkait dengan pembangunan infrastruktur
berupa jembatan penghubung, fasilitas panel solar, rumah sakit, sekolah,
dan fasilitas penunjang lainnya. Pertama, pada Egbema-Gbaramatu
Central Development Council (EGCDC) berhasil menyelesaikan 29 project
pembangunan infrastruktur seperti balai kota, peternakan, tambak,
gedung sekolah, dan rumah sakit di wilayah Makaraba dan Kpokugbene
dengan nilai proyek mencapai 6,5 juta dollar. Kedua, Itsekiri RDC berhasil
menyelesaikan 45 project berupa pembangunan perumahan, pedestrian,
balai kota, serta jalan raya pada wilayahnya (Chevron Nigeria Limited,
2011:7-10). Pada tahun 2010, CNL menambah alokasi dana sejumlah 10
juta dollar terkait project-project baru yang digagas pada tahun tersebut
(Chevron, 2011:30).

Aspek berikutnya yang menjadi perhatian dari CNL dalam proses
pembangunan kondisi sosial ekonomi pasca konflik adalah pendidikan.
CNL memfokuskan diri dalam membangun kultur pendidikan karena
melihat pendidikan sebagai social elevator yang secara dapat efisien dan
efektif meningkatkan kesejahteraan dan membangun kondisi sosial
masyarakat menjadi lebih baik (Consensus Building Institute, 2008:39).
Pada tahun 2005 pasca ratifikasi GMOU, program tersebut baru
terimplementasi secara lebih baik berkat kerjasamanya dengan Discovery
Channel Global Education Partnership (DCGEP). Sejak tahun 2005, CNL
mengadakan suatu kompetisi yang bernama The National Arts
Competition (Chevron Nigeria Limited, 2011:17-18). Sesuai dengan
namanya kompetisi tersebut merupakan ajang unjuk bakat dari anak-anak
muda di bidang kesenian. Peranan CNL dalam hal peningkatan level
pendidikan juga ditunjukkan lewat pemberian bantuan berupa beasiswa,
pengadaan alat praktik laboratorium, dan buku-buku perpustakaan. Dari
tahun 2005 hingga 2010, CNL telah memberikan beasiswa kepada lebih
dari 43.500 pelajar termasuk didalamnya terdapat 92 pelajar yang tidak
dapat melihat (buta) dengan nilai lebih dari 6 juta USD (Chevron,
2012:19). Aspek terakhir yang menjadi fokus CNL dalam pembangunan
kondisi sosial ekonomi di Delta Niger adalah pembangunan ekonomi
secara mikro lewat rangsangan terhadap sektor small-medium enterprise
(SMEs). Urgensi dari aspek ini adalah keberadaan SMEs dapat
meminimalisasi kesenjangan antar aktor dan mendukung pembangunan
yang berkelanjutan (Consesus Building Institute, 2008:14-15). Hingga
tahun 2010, setidaknya lebih dari 800.000 USD telah dikucurkan CNL
dalam bentuk kredit lunak guna  merangsang pertumbuhan SME. Selain
berkontribusi lewat pemberian kredit lunak, CNL bekerja sama dengan
NGO Women and Youth Empowerment Foundation in Coastal Region
Communities (CROWEF) mengadakan penyuluhan serta pelatihan yang
fokus pada penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi para wanita dan
pemuda di wilayah Ugborodo, Aruton, Madangho, dan Costain. Pada
tahun 2010, Niger Delta Partnership Initiative (NDPI) merupakan salah



satu foundation yang dibuat oleh CNL melakukan kerjasama dengan
United Kingdom’s Department for International Development dan
German International Cooperation Agency (GIZ) dalam menganalisa
setiap komoditas yang memiliki nilai strategis dan potensial di wilayah
Delta Niger untuk dikembangkan menjadi industri kecil dan menengah
(Chevron, 2012:36).

Dale Lawton menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh CNL ini
menjadi tahap awal dari peranan perusahaan multinasional terkait dengan
proses peacebuilding di suatu kawasan.  Menurutnya, dengan menggenjot
pembangunan fisik maupun non-fisik bertujuan menyiapkan fondasi yang
kokoh dan menjawab permasalahan jangka panjang di kawasan Delta
Niger ini (Lawton, n.d.:12). Ditambahkan oleh Transnational Crisis Project
dalam tulisannya yang berjudul Antidote to Violence bahwa pembangunan
dan perbaikan kondisi sosial ekonomi merupakan fase vital yang akan
berdampak pada keberhasilan dari proses peacebuilding. Pada
implementasinya memang tidak seratus persen sempurna dan selalu tepat
waktu karena hal tersebut juga bergantung pada respon dari masyarakat,
pemerintah, dan aktor lain yang terkait dengan keseluruhan proses ini.
Peacebuilding yang berada di Delta Niger menjadi satu proses yang
kompleks karena terdapat banyak aktor yang terlibat dan banyak aspek
yang harus diperhatikan guna tercipta stabilitas dan perdamaian yang
berkelanjutan. Walaupun pembangunan sosial ekonomi ini merupakan
aspek penting namun tidak berarti aspek lain menjadi kurang penting
karena pada aspek ini justru belum secara efektif menjangkau
permasalahan reintegrasi dari mantan militan menjadi masyarakat
sehingga dapat menghilangkan potensi munculnya konflik susulan pasca
perjanjian damai yang telah dibuat (Transnational Crisis Project, 2011:15).

Berikutnya kontribusi CNL terhadap isu lingkungan yang memiliki
keterkaitan langsung dengan proses ekonomi yang dia jalankan. Pada
tahun 2005 dan 2006, CNL memang secara spesifik belum memiliki
program khusus menjawab tantangan di kawasan Delta Niger sehingga
pada tahun tersebut program yang dijalankan masih mengikuti strategi
global corporate responsibility (Chevron, 2007:31-32). Baru pada tahun
2007, CNL merumuskan regulasi dengan tujuan untuk mengurangi
tingkat kebocoran gas dan minyak bumi hasil eksplorasi yang berdampak
pada kerusakan lingkungan di kawasan Delta Niger. Implementasi dimulai
pada tahun 2008 melalui proses converting, tujuan dari kegiatan itu
adalah mengkonversi sumber daya gas alam menjadi bentuk liquid (cair)
guna mereduksi kebocoran gas yang cenderung lebih berbahaya dan susah
terdeteksi. Program ini dikenal dengan nama Escravos Gas-to-Liquid
Project (EGLP). Berikutnya pada tahun 2009, terobosan kembali
dilakukan oleh CNL dalam usahanya mengurangi dampak kerusakan
lingkungan akibat proses ekplorasinya melalui Reinjection Project di
wilayah Agbami (Chevron, 2010:8). Inovasi tersebut berhasil
mengeliminasi kebocoran gas yang rutin terjadi pada kawasan itu.



Selanjutnya pada tahun 2010, CNL bekerja sama dengan Lekki
Conservation Foundation sebagai pihak pengelola hutan mangrove
tersebut, dengan nilai kontribusi yang mencapai 400.000 USD telah
berdampak positif melestarikan kondisi flora dan fauna di kawasan seluas
lebih dari 100 hektar tersebut (Chevron Nigeria Limited, 2011:23). Hingga
GMOU periode 2011 hingga 2015 program ini terus diekspansi dan
dikembangkan sehingga semakin berdampak positif bagi penduduk pesisir
yang sangat bergantung dengan ekosistem pantai yang ada (Uwafiokun,
2009:130). Di sisi lainnya, program ini juga berhasil menjawab kritik dari
Amnesty Internasional yang beranggapan bahwa CNL masih setengah hati
dalam kontribusinya menjalankan peacebuilding dengan menjalankan
suatu hal yang tidak menghasilkan profit jangka pendek berupa
keuntungan produksi namun akan memberikan akibat positif di masa
yang akan datang bagi masyarakat lokal di Delta Niger. Kiikpoye K. Aaron
menjelaskan bahwa peranan CNL dalam peacebuilding ini memang tidak
dapat dipisahkan dengan aktifitas bisnis yang dilakukannya, namun bukan
berarti keduanya dapat berjalan secara pararel tanpa ada satu titik temu
yang bersinggungan. Dia menambahkan bahwa proses peacebuilding
memiliki tujuan akhir pada stabilitas yang berkelanjutan, sedangkan
proses bisnis memiliki tujuan akhir pada profitabilitas namun tanpa
adanya stabiltas maka akan sangat mustahil tercapai profitabilitas yang
maksimal terlebih pada wilayah atau sektor bisnis yang sangat rentan akan
kemunculan konflik (Aaron, 2012:263-269).

Peranan CNL yang terakhir terimplementasi dalam local capacity
building yang berada di Delta Niger ini bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitias dari masyarakat lokal, NGO, dan institusi lokal
sehingga merangsang pembangunan yang berkelanjutan guna
menciptakan stabilitas dan perdamaian (Consesus Building Institute,
2008:48). Dalam implementasinya, proses capacity building sangat
terkait dengan proses actor engagement atau pelibatan dari aktor-aktor
lain. Keterkaitan ini terjadi karena local capacity building sangat
bergantung dengan kontibusi dan keterlibatan dari pemerintah,
komunitas, NGO, serta masyarakat lokal yang menjadi sasaran utama dari
proses tersebut Aaron, 2012:271). Pada tahun 2005, CNL bekerja sama
dengan Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI). Keduanya
berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan meningkatkan kinerja
dari pemerintah lokal di Delta Niger melalui penguatan pembangunan dan
kepemimpinan (EITI, 2010:9).

Berikutnya pada tahun 2010, CNL melalui NDPI melakukan
pengembangan secara struktural terhadap proses implementasi local
capacity building di tiap RDC. Dalam hal ini, NDPI berperan sebagai
pengatur dari keseluruhan proses capacity building yang sebelumnya
dijalankan secara belum efisien dan terkoordinasi dengan baik (Chevron,
2011:19). Dalam melakukan aktifitas sehari-hari, NDPI yang berdomisili di
Amerika Serikat membentuk perwakilan langsung di Delta Niger dengan



nama Partnership Initiatives in the Delta Niger (PIND) yang melakukan
design, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses capacity building yang
dilakukan (Consesus Building Institute, 2012:13). Secara khusus, pada
tahun 2010 dan 2011, NDPI dan PIND memfokuskan pada proses
pengembangan dan penguatan kapasitas lokal di bidang penciptaan SME,
keterampilan kerja, dan institusi pemerintah Delta Niger (Chevron,
2012:38). Guna mewujudkan pengembangan tersebut, CNL memberikan
bantuan 25 juta USD dan berhasil bekerja sama dengan United States
Agency for International Development (USAID)  dalam hal pendanaan
program dengan nilai 25 juta USD (Chevron, 2011:37). Secara praktis,
pada tahun pertamanya NDPI dan PIND mampu mengucurkan dana
sejumlah 50 juta USD guna proses capacity building di Delta Niger.

Menurut  Agneta Sundström, urgensi dari kedua proses ini akan
berdampak pada keberhasilan proses peacebuilding yang digagas oleh
CNL. Tentunya proses peningkatan kapabilitas melalui diskusi, pelatihan,
ataupun aktifitas positif lainnya memberikan dampak tidak hanya bagi
tiap-tiap peserta namun bagi kondisi Delta Niger secara keseluruhan
(Sundström, 2009:23). Ditambahkan oleh Jane Nelson bahwa dengan
keterlibatan aktor lain dalam proses peacebuilding semakin terlihat
munculnya kesadaran dan collective action terhadap kesuksesan program
ini. CNL tidak hanya mampu membuat program-program secara mandiri
namun juga berhasil melibatkan pihak lain untuk semakin berkontribusi
dan melihat peluang penciptaan stabilitas disana (Nelson, 2000:30).
Tentunya keberhasilan ini bukan tanpa kritik atau tantangan, dalam
implementasinya terkadang muncul hambatan baik secara eksternal dan
internal terkait dengan proses ini. Dalam hal ini hambatan internal lebih
kepada keterlambatan dari implementasi dari tiap program, sedangkan
hambatan eksternal lebih kepada reaksi atau sikap negatif dalam melihat
kontribusi yang dilakukan oleh CNL (Consesus Building Institute,
2011:14).

Dampak Peranan CNL dalam Proses Peacebuilding di Delta
Niger

Respon dari masyarakat dan komunitas lokal menjadi salah satu
indikator penting dalam melihat keseluruhan proses peacebuilding pada
suatu wilayah konflik. Respon dari aktor-aktor ini menjadi penting karena
ketiganya merupakan sasaran utama dalam proses peacebuiliding,
terlebih masyarakat dan komunitas lokal adalah pihak yang terkena
dampak langsung dari konflik tersebut (Austin, 2012:66-67). Bila respon
dan reaksi dari masyarakat tidak baik, akan langsung mempengaruhi
kesuksesaan dan pencapaian dari keseluruhan proses yang ada (Heider,
2010:6). Sejak awal ratifikasi GMOU tahun 2005, berbagai respon dan
reaksi muncul terkait implementasi kesepakatan damai tersebut. Namun
kebanyakan reaksi yang muncul berupa pandangan pesimis akan
keberlanjutan dan keberlangsungan peacebuilding di Delta Niger tersebut



(Moen, 2012:52). Tentunya hal ini terjadi bukan tanpa alasan, kegagalan
kesepakatan damai antara CNL, komunitas lokal,  pemerintah, dan NGO
pada awal tahun 2000 menjadi latar belakang munculnya pesimisme ini.
Kegagalan kesepakatan damai atau yang dikenal dengan Memorandum of
Understanding (MOU) tersebut akibat metode yang digunakan oleh CNL
cenderung top down sehingga proses pengagasan dan perumusan
program menjadi satu arah saja (Francis, 2012:61). Penggunaan metode
top down dirasa bukan solusi yang baik dalam kondisi di Delta Niger
sehingga aksi yang muncul justru berupa resistensi dan penolakan
terhadap program yang dijalankan pada masa itu. Respon negatif tersebut
tercermin dengan kurangnya dukungan serta partisipasi terhadap
program yang dijalankan oleh CNL terlebih di sektor pembangunan sosial
ekonomi dan local capacity building pada periode pertama GMOU antara
tahun 2005 hingga 2008 (Obuoha, n.d.:4).

Pada periode pertama GMOU, masih sering terjadi pelanggaran
terhadap implementasi kondisi damai dan stabil di lapangan. Pada tahun
2006, beberapa sisa militan dari Movement for the Emancipation for the
Niger Delta (MEND) kembali melakukan pengerusakan kepada fasilitas
umum dan fasilitas eksplorasi milik CNL. Hal tersebut dilatarbelakangi
oleh rasa tidak puas akan ratifikasi GMOU yang dianggap hanya
menguntungkan pihak swasta dan pemerintah saja (Oluwaniyi, n.d.:48).
Meskipun banyak mendapat tanggapan negatif bukan berarti tidak ada
respon positif dan mendukung program peacebuilding yang dijalankan
oleh CNL ini. Gelombang dukungan dan respon positif ini biasanya
muncul dari kalangan masyarakat yang bukan merupakan militan atau
kelompok pemberontak. CBI berpendapat berdasarkan hasil survei yang
dilakukan, kelompok masyarakat merasa dengan adanya program-
program CNL mampu memberikan solusi akan setiap permasalahan yang
muncul. Mereka menganggap bahwa RDCs telah mampu berperan aktif
sebagai jembatan penghubung antara masyarakat lokal dengan otoritas
yang lebih tinggi sehingga tercipta harmoni hubungan yang positif di
kawasan tersebut. Masyarakat di setiap komunitas juga secara aktif
mendukung program-program dengan menjadi partisipan dan panitia
pelaksana di lapangan (Consesus Building Institue, 2008:26-31).

Perubahan reaksi dan respon masyarakat ke arah yang positif
semakin jelas terlihat menjelang fase akhir GMOU periode pertama yakni
melalui kesepakatan dari masyarakat dan komunitas di delapan wilayah
RDCs untuk merenegosiasi GMOU memasuki periode kedua dengan
jangka waktu tahun tiga tahun berikutnya (Hoben, 2012:12). Masyarakat
mengganggap kontribusi CNL menjadi penting dan mampu memberikan
jawaban akan ketidakstabilan kondisi di Delta Niger (Sayne, 2010:8).
Merrick Hobben berpendapat bahwa respon masyarakat yang positif di
fase kedua berkat suksesnya sistem keterwakilan yang dibentuk oleh CNL
melalui komisi-komisi regional seperti, RDC, NDPI, dan PIND. Ketiga
komisi itu mampu menjalankan perannya dan berhasil mendapatkan



pengakuan dari masyarakat (Francis, 2011:69). Intensitas pengerusakan
dan konflik pada periode kedua secara drastis tereliminasi, hal ini terjadi
karena adanya kolaborasi antar aktor sehingga stabilitas dapat perlahan
diwujudkan. Perubahan respon yang paling signifikan terjadi di kawasan
Agbami dan Port Harcourt. Kedua wilayah tersebut bahkan menjadi
kantor pusat operasionalisasi dari NDPI dan PIND (Falleti, 2012:7). Pada
umumnya, GMOU periode kedua ini berhasil memberikan dampak yang
signifikan bila dilihat berdasarkan respon masyarakat dan pencapaian
hasil yang diperoleh oleh CNL hingga tahun 2011.

Respon Pemerintah Nigeria menjadi indikator berikut terkait
analisis dampak dari peranan CNL. Aspek ini menjadi vital karena
bagaimanapun juga proses peacebuilding dapat berjalan secara maksimal
dan efektif ketika negara ikut terjun serta mendukung secara penuh
keberlangsungan dari proses ini (Ikelegbe, 2010:11). Pemerintah Nigeria
yang merupakan pemilik otoritas tertinggi di kawasan Delta Niger menjadi
aktor vital dalam keberlangsungan program yang dijalankan CNL.
Kebijakan pemerintah  terkait proses pembangunan dan penciptaan
stabilitas di Delta Niger sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2000
pada masa pemerintahan Presiden Olusegun Obasanjo melalui
pembentukan Niger Delta Development Commission (NDDC). Namun
pada implementasinya, NDDC tidak secara efektif bekerja sebagai
problem-solver dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik sumber
daya alam yang terjadi disana (Sayne, 2010:11). Hal ini disebabkan oleh
hambatan internal seperti, kurang memadainya sumber daya manusia,
kultur korupsi, dan proses perumusan kebijakan dengan metode top down
dirasa kurang mampu menjawab kebutuhan dari masyarakat. Kondisi ini
terus berlangsung hingga ratifikasi GMOU tahun 2005 (Uwafiokun,
2009:127).

Pada proses awal penggagasan GMOU tahun 2005, Pemerintah
Nigeria merespon ide dari CNL dengan cukup baik. Hal tersebut
terimplementasi melalui dukungan ratifikasi GMOU dan membantu CNL
dalam usaha negosiasi terhadap komunitas lokal untuk juga meratifikasi
kesepakatan tersebut (Francis, 2011:73). Memasuki tahun 2007,
diselenggarakan pemilihan umum presiden dan yang memenangkan
adalah Umaru Musa Yar’Adua. Presiden Umaru Musa Yar’Adua dalam
pidato kemenangannya menyatakan bahwa dirinya berjanji untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Delta Niger dan
menjadikannya salah satu dari tujuh agenda utama dalam masa
pemerintahannya. Pada pertengahan tahun 2007 pasca pemilihan umum
di Nigeria, pemerintah membuat sebuah rencana pembangunan jangka
panjang yang dikenal dengan Niger Delta Regional Development Master
Plan (NDRDMP). Pembuatan blueprint ini dilakukan pemerintah setelah
berkaca dari roadmap yang dimiliki RDCs pasca implementasi GMOU
pada tahun awal (Francis, 2011:71). Berikutnya memasuki tahun 2010,
Pemerintah Nigeria kembali merespon program CNL yang terfokus pada



penguatan sektor SMEs. Bentuk nyata dari respon tersebut, dengan
bekerja sama dalam pemberian kredit lunak dan pengembangan beberapa
sektor komoditas unggul di wilayah Delta Niger. Beberapa sektor yang
dikembangkan adalah agrikultur, perikanan tambak, minyak kelapa sawit,
dan perkebunan (Joab-Peterside, 2012:19).

Dalam aspek politik, peran CNL ditunjukkan melalui local capacity
building dan pelibatan aktor-aktor yang terkait guna mendukung proses
peacebuilding yang sedang berlangsung disana. Kebijakan pemerintah
yang pertama kali dibuat sebagai bentuk respon terhadap kinerja CNL
adalah pembentukan Nigeria Extractive Industries Transparancy Initiative
(NEITI) pada tahun 2007 (NEITI, 2013). Berikutnya pada tahun 2009,
pemerintah kembali mengagas program amnesti terhadap para militan
pemberontak melalui proses DDR di seluruh kawasan Delta Niger.
Sebenarnya program yang sama pernah dibentuk pada tahun 2004 namun
dalam proses dan metodenya tidak terlalu efektif sehingga ekskalasi
konflik kembali meningkat. Selain itu, kebijakan amnesti pemerintah ini
juga dipengaruhi oleh evaluasi dari GMOU periode pertama yang
menunjukkan terjadinya beberapa pelanggaran kesepakatan damai di
beberapa wilayah ini. Dengan metode yang baru ini, setidaknya lebih dari
20.000 militan berhasil berintegrasi lagi ke dalam kelompok
komunitasnya.  Program ini berlangsung dalam beberapa fase periode
mulai dari tahun  2009 hingga 2011 (Joab-Peterside, 2012:19-25). Aspek
berikutnya yang juga menjadi fokus penting adalah kebijakan terkait aspek
revitalisasi lingkungan hidup. Pada tahun 2007, dukungan pemerintah
ditunjukkan lewat pemberian ijin pembangunan pipa gas alam pada EGLP
yang digagas oleh CNL guna mereduksi kebocoran gas alam di wilayah
Delta Niger (Hoben, 2012:9). Sedangkan pada tahun 2009, pemerintah
menunjukkan keseriusannya terkait pengembangan aspek ini melalui
pembentukan Environmental Remediation Committee sebagai regulator
dan pengagas program perbaikan lingkungan hidup. Komite ini secara
aktif bekerja sama dengan PIND dalam mempromosikan pentingnya
lingkungan hidup sebagai salah satu faktor yang mendorong kestabilan
kawasan. Salah satu implementasi dari kerja sama tersebut adalah
revitalisasi hutan mangrove di wilayah pesisir Delta Niger
(Oluduro&Oluduro, 2012:8-11).

Secara keseluruhan, respon dan reaksi pemerintah terkait dengan
peran dari CNL dalam proses peacebuilding dapat dikatakan cukup baik
terlebih pasca terpilihnya Presiden Yar’Adua pada tahun 2007. Pada masa
pemerintahan Presiden Olusegun Obasanjo yang juga merupakan periode
awal ratifikasi GMOU 2005, pemerintah tidak terlalu banyak merespon
kegiatan yang dilakukan CNL. Latar belakang presiden yang masih dari
kalangan militer dan sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya
demokratis (Moen, 2012). Memasuki periode pemerintahan Presiden
Yar’Adua mulai terasa perubahan dalam proses pembuatan kebijakan dan
inovasi program sebagai bentuk nyata kolaborasi antar aktor pasca GMOU



tahun 2005. Pada masa ini kebijakan banyak difokuskan pada
pembenahan aspek sosial, ekonomi, dan politik guna membentuk pilar
yang semakin kuat dalam peacebuilding yang masih berjalan hingga saat
ini. Memasuki tahun 2010, terjadi peralihan kekuasaan di Nigeria kepada
Presiden Goodluck Jonathan yang sebelumnya merupakan wakil presiden
di masa Yar’Adua. Pada masa ini, Presiden Goodluck Jonathan mencoba
melanjutkan pencapaian dari presiden sebelumnya dalam usaha perbaikan
kondisi di Delta Niger. Respon dan dukungan pemerintah dari tahun ke
tahun semakin baik, hal ini terlihat dari suksesnya renegosiasi GMOU
periode ketiga yang dimulai pada tahun 2011 hingga 2015 (Hoben,
2012:8). Hubungan aksi reaksi yang positif dengan Pemerintah Nigeria ini
semakin menunjukkan signifikansi peran CNL dalam usahanya
membangun stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan di Delta Niger.

Kesimpulan

Buruknya pengelolaan minyak dan gas bumi di Delta  Niger
meninggalkan banyak persoalan yang tidak terselesaikan hingga puluhan
tahun. Tiap aktor baik pemerintah, MNC, masyarakat, dan NGOs memiliki
kepentingan yang berbeda dalam melihat keberdaan sumber daya alam
tersebut. Hal itu tidak jarang menimbulkan gesekan yang berujung pada
munculnya konflik. Melihat kondisi tersebut, CNL mencoba menjawab
permasalahan dengan  mengagas GMOU pada tahun 2005 yang menjadi
landasan dan kontribusi pertamanya dalam implementasi proses
peacebuilding. CNL berhasil mencapai tingkatan value creation dalam
segitiga peran yang dibuat oleh Jane Nelson. Pada tingkatan ini, inistiatif
yang dimunculkan oleh CNL lebih dari sekedar bentuk kepatuhan dan
minimalisasi resiko terhadap keadaan yang terjadi. CNL secara proaktif
mengagas program-program positif terkait proses peacebuilding. Dalam
implementasinya, peran CNL ini ditunjukkan melalui program CSR
perusahaan. Peran yang dilakukan CNL difokuskan pada tiga dimensi vital
dari peacebuilding yakni stabilisasi wilayah pasca konflik, pemulihan state
institutions, dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi pasca konflik.
han pada ketiga dimensi peacebuilding tersebut melalui:  pembangunan
sosial-ekonomi, perbaikan kondisi lingkungan, actor engagement, dan
local capacity building.

Dalam aspek pembangunan sosial-ekonomi, CNL terfokus dalam
empat bidang utama yakni kesehatan, pendidikan, pembangunan
infrastruktur fisik, dan pengembangan SMEs. Dampak terbentuk pada
aspek ini adalah peningkatan kondisi ekonomi baik secara makro maupun
mikro. Selain hal itu, CNL yang setiap tahun selalu meningkatkan jumlah
program terkait pengembangan infrastruktur fisik di Delta Niger secara
tidak langsung juga berdampak pada peningkatan ekonomi makro di
Nigeria. Sedangkan, kenaikan ekonomi pada sektor mikro terlihat dari
respon masyarakat yang mendukung program pemberdayaan SMEs yang
dilakukan oleh CNL. Berikutnya pada aspek perbaikan lingkungan hidup,



dampak positif terlihat dari respon positif masyarakat dalam
pembangunan EGLP hingga fase ketiga dan partisipasinya pada perbaikan
ekosistem mangrove di kawasan pesisir. Sedangkan respon pemerintah
terlihat dari kolaborasinya menciptakan kebijakan yang berdampak pada
stabilitas lingkungan. Terakhir aspek local capacity building dan actor
engagement, CNL bekerja sama dengan aktor-aktor lain guna
mengembangkan sumber daya manusia di Delta Niger. Dampak dari
program CNL pada bidang ini adalah terbentuknya pengakuan terhadap
kinerja CNL dari masyarakat dan pemerintah dilihat dari respon positif
yang diberikan berupa partisipasi aktif. Salah satu keberhasilan CNL
terkait aspek ini adalah keberhasilannya menginspirasi Pemerintah
Nigeria untuk membuat program amnesti tahap kedua pada tahun 2009.
Hal tersebut didasarkan pada evaluasi GMOU fase pertama tahun 2008.
Aspek ini cukup vital terkait dengan keberlangsungan dari program
peacebuilding di Delta Niger. Dalam peacebuilding di Delta Niger, CNL
berperan sebagai pihak internal dalam konflik yang terjadi sebelumnya,
sehingga dapat disebut sebagai agents of peaceful change. CNL
melakukan peacebuilding di Delta Niger guna mewujudkan stabilitas dan
perdamaian kawasan yang berkelanjutan sebagai usaha menjawab
tantangan peranan MNC dalam proses resolusi konflik di suatu wilayah.

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti membuka ruang guna
penelitian  lebih lanjut terkait dengan fokus bahasan ini. Hal menarik yang
dapat menjadi tema dalam penelitian tersebut adalah signifikansi
keberlanjutan proses GMOU periode ketiga yang berakhir pada tahun
2015. Hal ini dapat dilakukan guna melihat efektifitas dari peran aktor
non-state dalam peacebuilding di Delta Niger. Selain itu, penelitian lebih
lanjut dapat juga memfokuskan pada aktor MNCs lain yang juga
melakukan usaha yang sama dengan CNL di kawasan tersebut. Topik
tersebut menjadi menarik karena peneliti mencoba membandingkan
peranan dari aktor yang lain sehingga dapat terlihat pihak mana yang
lebih mampu memberikan perubahan pada stabilitas kawasan di Delta
Niger. Melalui penelitian-penelitian lebih lanjut akan terlihat peran dari
aktor non-state dalam usaha menciptakan stabilitas bahkan menjadi agen
utama peacebuilding.
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